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Bl KABUPATEN TEMANGGUNG
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BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dolam rangka micgrasi pengorusdtamaan gender
dalum pembangunan dacrah. perlu strategl penginiegrasian
gender  dalam  penvusunan perencanaan  pelaksanaan,
penganggaran. pemantadan, dan evaluasi  kebijakan,
program, dan kegiatan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksd
dalam hurul a, perlu menetapkan Persturan Bupat] tentang
Pelnksanuan Pengarusulamaan Gender Kabupaten
Temanggung,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins: Jawa Tengah;

Undang-undang. Nomor 4 Tahun FO97Y  tentang
hescjahterian Anak [Lembaran Negara Republik Tndonesta
Tahun 979 Nomor 32, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3143);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penpesihan
Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention On The
Emimination (4 Al Foerms O Discnimination  Agains
Women) (Lembaran Nepara Republik Lndonesis Tahun 19849
Nomar 20, Tambahian Lembaran Regara Republik Indonesia
Momor 3277);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 999 tentang Hak Asas
Manusis [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 19949
Nomor |65, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235):

Undang-Undang Naomor 23 Tahun 2002 entang
Perlindungan Anak, schbagmmana telah divbah dengan
Undang-Undang nomor 35 tahun 2014



B

10,

11.

12

13,

14.

Undang-UndangMomer 23 ahun 2004  tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggs | Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomaor
4419);

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembarsn. Negara “Republik Indonesia Nomor
5234,

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permerintahan Daerah (Lembarnn Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Teambahan Lembaran
Negars Republik Indonesta Nomor 5587), sebagaimanad
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan  Daerab ([Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Noamor 58, Tambahan Lembaran
Neparn Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara  Penyvusunan, Pemantauan dan
Evaluas: Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817 ).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (REIMN) 2015-
4019,

Peraturan  Daerah  Kubupaten Temanggung  Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Temanggung tahun 2005 -
2025 (Lembaran Dacrab Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomaor 10);

Peraturan Daerash  Kobupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2011 tentang Sistemn Perencanoan Pembangunan
Dacrah  habupaten  Temanggung  (Lembaran  Daerah
Kabuputen Temanggung Tahun 2011 Nomaor 13);

Peraturan  Daérah  RKabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tenteng  Pengelolaan  Keuvangan Daerah
{Lembaran Daerah kabupaten Temangeung Tahun 212
Nomor 26);

Peraturan Dacrah kabupaten Temangeung Nomor | Tahun
2014 temuong Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Duierah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Momor 1],



16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor (0
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
Derah  Kabupaten  Temanggung  [Lembaran  Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daernh Kabupaten Temanggung Nomor 6i);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Taw Cars Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangks
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengnh Daerah, serta Tatd Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Deerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Dacraly,

18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tenlang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

19, Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008  tentgng  Tabhapan, Tata Cara Penvusunan,
Pemantauan den  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah;

20, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Pengarusutamean Gender di Provins
Jawa Tengah (Beritn Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 Nomor 71}

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TEMANGGUNG

BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatt Ini vang dimaksud dengan

1.
2,
3
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Daerah adalah Kabupaten Temanggung,

Bupati adalah Bupati Temangeung.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak vang selanjutnve disingkal DPPRBPPPA adalah Dinas
vang membidangt urusan  pemerintahon bidang Pengendallan Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayvaan Perempuan dan Peclindungan Anak.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembamu Bupati dan Dewan Perwakilan
Daerah penvelenggaraan Urusan Pemeriniahan vang menjadi  kesenangan
tdaerah,

Desa adalah kesatuan masvarakal hukum yang memiliki batas-batas wilayah
vang berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakel
setempat, berdasarkan asal usul dan adal stiadal setempat vang diakun dan
dihermatt dalam sistern Pemerintahan Negara Kesaluan Republik Indonesia,
Gender adalah perbedann antars laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi,
hak, tangaung jawab, dan perilaku vang dibentuk oleh tatn nilai sosial, budaya
dan adat istindat darl kelompok Masvarakat vang dapal berubah menurut
waktu dan kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku viang dibentuk oleh
tata nilai sosial, budava dan adat istiadal dari kelompok Masyarakal vang dapat
berubah menurut waktu dan kondisi selempal
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Responsil Gender adalab suatu kebyakan, program, keglatan dan pengangeacan
vang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirs laki-laki
dan perempuan.

Kesetaragn Gender adalah kesamaan kKondisi bagl laki-lakl dan perempuan
untuk memperolch kesempatan dan haknova sebagal manusia, agar mampu
berperan dan berpartisipas) dalam Regmtan politik, ckonomi, sesial budaya,
pertahanan  dan Keamanan  serta kesamaan dalam memkmatl  hasil

pembangunan,

keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjady adil terhadap lala-lake dan
pErempuan.

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya, disingkat PUG adalah strateg vang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadt satu dimensi antegral dan
peronoanaan,  penyusunan, pelaksanaan, penganggeron, pemantavgan  dan
evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

CAnggaran Responsil Gender vang selanjuinvadisingkatARG adalah anggaran

vang mengakomodasikan  keadilan  bagt perempuan dan  laki-laki dalam
memperoleh akses, mantaat, partisipasi, péngambilan keputusan, mengontrol
sumber-sumber dava, serta Kesétaraonn lerhadap kesempatan dan peluang
datam menikmean hasil-hasil pembangunan

. Anabsis Responsil Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi 1su-isu gender

vang disebabkan adanya pembedoan peran serta hubungan sesial antari
perempuan  dan laki-laks,  Pembedadn-pembedaan i buken hanva
menvebabkan adanva pembedaan diamara keduanya dalam pengialaman.

Data: Pembuka Wawasan merupakan datsa atau  informasy  untuk
memperlihatkan adanya kesenjangan gender vang cukup berard, Data ini
chbedakan dalam dua hal, yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin

vang menjelaskan tngkat kesenjangan, doen (2) data atou informasi vang

menjelaskan insiden khusus vang tidak bisa diperbandingkan antar jems
kelamin, misalnys data mengenal kekerasan  terhadap wanita, dan angka
kematian ibu,

Crender Analysis Parhway vang selanjuinye disingkat GAP adalah salab satu
alut analisis gender vang dikembangkan oleh Pemerintah  Indonesia  dan
pemangku  kKepentingan  lain pada  tohun 2000 dun direkomendasikan
penggunaannya dalam  beberapa kebijokan  vallu digunakan  untuk
mengevaluast program dan kematan vang belum responsil gender,

Cendler Budgetl Statemenvang sclanjutnva  disingkal GBS atau Pernvatasn
Angearan Gender vang selanjulnva disingkar PAG adalab dokumen vang
menginformasikan suatu outpud kegiatan vang itelah responsil gender terhadap
isu gender vang ada denfaau suatu biava telah dialokasikan pada ourput
kKegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender

Akses adalah kapasitas uniuk menggunakan untuk sepenubnya berpartisipasi
secara kil dan  produkif [secare sosial, ekonomn dan pobitk] dalam
Masyvarakal termasuk akses kesumber dave, pelavanan, tenapga kerja dan
pekerjaan, Informasi dan manfaat.

Partisipas] adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok baik secara fisik, mental
spirilual datam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.

Kontrol atau kewenangan adaluh sistern kendall vane kemampuan untuk
mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dar suatu systemn stapa
punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang,

Manlaat adalah kegunaan sumber dave vang dapot dinikmati sccara optimal.
Marginalisas: adalah usahs membatasi peron terhadap kelompok  tertentu,
menempatkan atay mengeeser kepinggie, meripakan proses pengabaian hak
hak vang scharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan,

Sterpntype  adalalh penlaian wrhadap seseorang hanyva berdasarkan persepsi
terhadap kelompok dimana orang terscbut dapat dikategorkan, Stereotipe
merupakan jalan pintas pemikiran vang dilakukan secara intuitif oleh manusia
untuk menyvederhanakan hal-hal vang  komplek  dan membaniu  dalam
pengambilan keputusan secard cepat. Stereotipe dapat berupn prasangka positil




dan juga negatif, dan kadang-kadang dyadikan alasan untuk melakukon
tindakan diskriminatif, Sebagian beranggapan bahwa segala bentuk stereoty pe
adalah negatil.

22 Perencanaan Responsii Gender (Gender Budget) adalah perencanaan untuk
mencapai  kesetarman dan  keadilan gender yvang  dilakukan  melslo
pengintegrasian pengalaman aspirasi, kebutuhan, patensi dan penyelesaian
permasalahan perempuan dan laki-laki.

23. Focal Point PUG adalah aparatur daerah yang mempunyval kemampuan untul
metakukan Pengarusutamasan Gender di unit kerjanya masing-masing.

24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender vang selanjutnva disingkat Pokja
PUG adalah wadah konsulius bag p:lﬁl-:'t-:'anu dan pengeerak PengErusulmmeadn
Cender dari berbagai instanst)/ lembopga di daerah’” :

BAB I
MARKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciplakan kesetaraon dan
keadilan gender,

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupatl inl adalah memberikan  pedoman
kepada Perangkat Daerah dan Desa dalam penyelengeurdan pemeriniahan viang
responsif gender,

BAB I
RUANCG LINGELUP
Pasal A

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupatt ini adalah
d. Perencansan penganggaran,

b. kelembagaan;

¢. pembiayaan;dan

d

. monitoring; evaluasi dan pelaporan,

BaB IV
AZAS
Pasal 4

PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

BAB vV
PEREMCANAAN PENGANGOARAN
Pasal 5

(1) Seluruh  Perangkat Daerah dan  Desa  wigib menvusun  perencansan

pengangearan responsif gender pada semua program dan Kegiatan secars
Lertabap,

[2] Perencanaan penganggaran responsil gender sebagaimana dimaksud pada avid
(1] menggunakan leknik analisis gender berupa GAP [CenderdnalysisPathivay)
dan GBS [Uender Budge! Statement), sebaghimuna tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 6

Secars bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avar (1) adalah sesua
dengan peraturan perundang-undangan yvang ada.

HAB VI
KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum.
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan PUG dibentuk lembaga vang berfungs: untuk mendukung
percepatan peéncapalan kesetaraan dan keadilan gender

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) meliput
8. pokja PUG;
b, tim Teknis Pokja PUG,; dan
¢. fokal Point,

3] Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud poda avat |2} ditetapkan dengan
Reputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pokja PUG
Paragral |

kelembagaan

Pasal B

(1) Pokja PUG secbagaimana dimaksud dalam pasal 7 oavar (2] hurul a
berkedudukan di Kabupaten,

(2} Pokja PUG terdiri dari unsur Pemerintah Daerah,

(3} Pokja PUG scbhagaimana dimaksud pada aval (1) terdirn atuy
a. Ketua!

b. Sekretans; dan
c. Anggata

4] Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksoud avat (1] hurul g adalah Bappeda

(5] Sekretaris Pekja PUG sehapaimana dimaksud avat (1) huruf b adalah
DPPKBPPPA;

(B] Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) hurul ¢ adalah Satuan kerja
Perangkat Daerah.

Faszal 9
Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupatl
Paragral 2
Tugas dan Fungs)
Pasal 10
Pokja PUG mempunyar tugas:

4. mempromosikan dan memissilitasi PUG  kepada  masing-masing  Perangkal
Daerah dan Desa:
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. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemenntah Desa,
. menyusun program kerja PUG setian talhun;
. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran vang responsil gender

di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
merumuskan rekomendasi kehijakan kepada Bupati;
menyusun Profil Gender Kabupaten;

. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Dacrah dan Desa;
.menyusun Rencana Akst Daerah PUG di Kabupaten Temanggung,

mendorong dilaksanakannva pemilihan dan penetapan Focal Pont di masing-
masing Perangkat Daerah.

-

pasal 11

Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimabksud dalam pasal [0
menyelengparakan ungsi ¢

a.

b.

mengidentifikas! dan mengkajl isu-isu gender pada scluruh ndang pembangunan
dan masing-masing lembaga;

mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pengarusutarmain
gender,

. mengembangkan model pembangunan responsil gender di berbagai bidang

pembangunan dan masime-masing lembaga;

.menvediakan bahan masukan bagl perumusan kebyakan pengarusutamaan

gender kepada Bupati;

. melaksanakan implernentasi program dan kegiatan pengarusitamasn gender ol

setiap lembaga;
fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pengarusutama:an gender

Bagrn ketign
Tim Teknis Pokja PUG
Paragral |
kelembagaan
Pasal 12

(1) Tim Teknis Pakja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat {2) huruf b

berkedudukan dan bertangpung jawab kepada Ketua Pokja PUG,

(2} Tim Teknis Pokja PUG antara lain terdiri dan unsure semua Bidang di Bappeda,

unsur yang menangan! Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkal Dacrah heuangan
(BPPKAD), Bagian Pembangunan Sekretariat Dacrah, Hagan Urpanisas
Sekretariat Daerah, [nspektorat, dan Unsur Perguruan Tinps: dan LSM

Pasal 13

Tim Teknis Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan heputusan Bupat

Paragral 2
Tugas
Pasal 14

Tim Teknis Polkja PUG mempunyai tugas ;



a menelaah dan melakukan analisis gender terhadap  perencanaan  dan
pembangungan daerah;

.menclaah dan melakukan analisis terhadap anggaran dacrah,
melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender,

~menyiapkan rancangan kebijakan implementas) Pengarusulumuasn Gender!

. menyiapkan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di sctiap Peranghkar
Daerah;
melakukan monitoring dan evaluasi implementast Pengarusutamaan Gender,

- menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja FUG

-
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Bagian keempal
Focal Point
Paragraf |

Relembagaan
Pazal 15

(1) Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2] hurul e berkedudukan
di Perangkat Daerah;

{2) Focal Point antara lain terdiri dari aparatur Perangkat Dacrah yang mempunyil
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender diounit kerjanyi
masing-masing.

Paragral 2
TUGAS
Pasal 1&

Focal Pom! mempunyal tugas .

a, mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerju,

b. mengkoordinasikan penyusunsn data gender pada masing-masing Perungkat
Daerah;

c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana kerja dan penganggaran Perangkal
Daerah yang responsil gesder;

d. melaksanakan pelatihan, sosialisasl, advekasl pengarusulamian gender kepada
seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

e, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap terhadap kebjakan, program,
¢dan kegiatan pada unit keru; dan

a. melaporkan pelaksanaan PUG kepadoe pimpinan Perangkal Dicrsh

BAB VIl
FEMBIAYAAN
Pasal |7

Segala biaya Polkja PUG, Tim Tekmis Polk PUG dan Foeal Point  dalam
melaksanakan tugasnya dibcbankan kepada Angpuran Pendapatan dan Belana
Daerah dan sumber pembinyaan lain yang sah dan tidak mengikat,



BAB [X
MORNITORING, EVALUAS] [IAN PELAPURAN

Pasal 18

Monitoring, Evaluasi, don Pelaporan  perencannan dan pelaksanaan PLUG
dikoordinir oleh DPPRBPPPA dan dilaporkan kepada Bupati sctiap 6 [cnam)
bulan sekali atau sewaktu-wakiu-apahila diperlukan,

BAB X
FENGAWASAN
Pasal 4
Pengawasan Pelaksanaan PUG dilakukan oleh Inspekiorat
BAE Xl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pernturan Bupati ini mulae berlaku pada tangeal diundangkon
Adar setinp orang mengetahuwinva memerintahkan Pengundangan Peraturan Buapal)
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah KabupatenTemanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Joii2018

BUPATI TEMANGGLING,

i

M. BAMBANG Humﬁm;?

Diundangkan di Temanggung

sada tanggal g6 Juld 2018
Pada langed i EE]{DA -ﬂ%ﬂ.
Pi. SEKRETARIS DAERAH ,f""‘i ﬁ' S /%E'
KABUPATEN TEMANGGUNG | :
r | KABAG HUKUMY gﬁ"i
M_- =

SLYCNGD

HERITA DAERAH KhABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20185
NOMOR : 2%



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUS-
UTAMAAN GENDER

TERNIK ANALISIS GENDER

A Gender Analysis Pathway [GAP) :

Langkah Langkah-langkah kerja GAP

#) Tuliskan nama Perangkat Pacrah, Program dan Kegiatan
Lakukan penclashan terhacdap sasaran atou tujuan darn sebush program,
apakabh terformulasi secara jelas bahwa hastlova ditujukan bagi manlaat laki-
laki dan perempuan;

b) melakukan identifikas: dan analisis atas data vang ada.

Langkah ini dilakukan melalui penyajion data vang telah dipilah berdasarkan

1ems kelamin dan data kKualiteuf untuk membuka sawasan dan melibat

kesenjangan vang terjadi. Data-data tersebut barus mencermimkan aspek
akses, partisipasy, kontral / kewenangan, dan manfaat;

o) Melakukan analisss  untuk  mengetahw  adanya  kesenjangan dengan
menggunakan empal unsur vang dipereaval sebagar fuktor-faktor penvebab
kesenjangan gender {akses, partsipast, konteol dan maniaat):

d) Temu kenali unsur-unsur vang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender
vang disebabkan dan berkaitan dengan perbedann laki-laki dan perempuan
daiam mendapatkan akses dan kontrol terhodep sumber dave, kesempatan
bBerperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dolam mendapatkan
manfaat program, yvaitu |
o Temu kenali isu gender di internal lembaga vang akan memproduks

kebijakan / program [ kegiatan tersebut baik dari sisi individual stal (misalnya
persepsi), mekanismen kera maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa
vang menyehbabkan isu gender tersebut?

* Temu kenah isu gender di luar lembaga pada sas!l proses: perencanaan vang
fokus pada faktor-faktor penghambid pelaksana
webnakan) program/ kegiatan tersebut terkalt dengan persepsi moasyarakal
atau nila-nilal budaya lainnyva, Analisis in dibarapkon dopat menemukenalr
Bentuk-bentuk kesenjangan gender menyvangkut berbagai bentulk, sepert
beban ganda, stereotipe, kekerasdn Derlwess gender, momarginalisasi, dan
subordinas

v Merumuskan kemball tujuan program/kegintan . dengan  mempertimbangkan
mput dari keseluruhan proses analisis vang wlah  dilakukan, schingga
mendapatkan tujuan/sasaran program baru vang responsii gender;

f] Susun kemball rencana okst vang akan dilakukan untuk  mengatasi
kesenjangan gender sesuai hasil analisis,

gl Merumuskan indikator responsil gender sebagam prrant) untuk manitoring dan
evaluast datas program dan kegiatan yvang dikembangkan, dengan membual
indikator pengukuran hasil ewlput (keluaran] dan ortcome (hasil] secara
Kuantitatil,



Tabel |
Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Fatinoay (GAP)

KOLOM 1 | S8KPD

J__F'rug_mm
kegiatan

L KOLOM 2 | Data Pembuka Wawasan | »

| Tujusan

[Data Pilah Gender)

KOLOM 3 | [5U "alror "

GENDER | kesenjangan [ f

permmasalabean . - |
[Akses, d

F‘urlis.ipm.i

VKOLOM 4 ' Sebab | »

hesenjungan
oternal (di SkPO)

| i
KOLOM 5 Sebab .

KOLOM 9

hesenjanpan

) L Eksternal . - . \
| KOLOM 6 | ‘l‘u;uﬂn Ri:q_[mnql.f trrnrll.:' |

ROLOM 7 Rtnwlm Aksi .

TKOLOM 8 Qurpul Indikator ;

|
" .  Targel Kinerja
Outcome | Indikator

PENGUKURAN
HASIL
|

| Target Kinerja

B, UGender Budget Statement ((BS)
Tahapan Penyusunan PAG / GBS

il

la

5

Tahap Analisis Situasi

I} Menvapkan data lerpdal sebagar pembuka mata adanva kesenjangan
gender;

2} Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;

3) Melakukan  identifikasi  1su kesenjangan  gender dan  faktor  yang
menvebabkan terjadinva kesenjangan {gunakan koterna akses. partisipasi,
kontrel, dan manfaat uniuk mencar 1su-18u gender);

4) Lakukan analisis sebab akibat uniuk mencari penvebab terjadinya
kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamm

cTahap Penvusunan Regiatan

1) Tuliskan nama kegatan, sedapal mungkin kegiatan telah dilnkuken anolisis
SilLAS,

2] Regiatan harus sesual vang weriulis dalam GAR,

3} Komponen kegiatan (ambil dor retieaiti akst pada GAP)L

Tahap Penyvusunan Indikatlor kinerja

|} Langkah | : Menetapkan jumlah input.
a| tuhskan jumlah anpearan Kegatan,
by tullskan komponen input;



o} lakukan anahisis ;
dj lakukan analisis;, apakah alokast anggaran kegmatan wajar dan rasional.
2] Langkah 2 : Merumuskan Indikator keluaran
a) tuliskan  indikator keluaran  (owrputy) keglatan yvang menggambarkan
ukuran kuantitaul dan kuslitatil, Indikator kinerja keluaran merupakan
ukuran keberhasilan kegiatan vang dilaksanakan sesum tugas dan fungsy
b lakukan analisis, apakah alokasi sumberdava berhubungan langsung
dengan pencapaian  wajuan untuk  mengurangt/ menghilangkan
kesenjangan gender [dampak [angka pendek ! menengah)
) Langkah 3 ; Merumuskan Indikator Hasd / Dampak
al tuliskan indikator hasil vang realistis sesuai rumusan tujuan fambal
tujuan langkah 6 GAP),
b) tentukan siapa targel pencrima manfaal (perempuan dan laki-laki)
¢} tuliskan indikator manlaal;
d) tuliskan perkiraan dampak kegiatan,
e, lakukan analisis. Apakah akan terjadi perubahan perifaku dan perubahan
relasi gender dalam jangks menengah dan panjang,

Tabel 11

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
IGENDER BUDGET STATEMENT)

SKFD
TAHUN ANGGARAN
| PROGRAM | =
KEGIATAN B
| KODE Kegiatan | Kode Kegintun sesual REA-SKPD —
ANALISIS 1. Data Permnmbuka Wawasan (Data Pilah Gender),
SITUASI DATA UMUM :

| AHSES ; '
| RONTROL !

MANFAAT :

2 Issu dun Faktor Kesenjungan Gender.
o, Folctor Mesen e

i Pengebob fermol
= Penvelwyls ﬁLﬁlr'._l'.l.l_ﬂI koesam i el |

RENCANA ' Bub
TINDFAK Kegiatan |

i_T_‘_rjﬁmrr .

Aknvitas [+

| Sumber Dana : Rp,
daya

| (lnpts] | Panitia :

Traner !
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o Jeiclifflion Klerer

 Anggarar | Rp i 1

s Panitia = |
Peserta =
Marasumber =
- | Staf Pendukuog=
Peralatan

| dan Mesm__ | -

| = Rumusan Kmeroa
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